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1.1. Latar Belakang

Setiap negara yang menganut negara hukum (rechtstaat) seperti Indonesia pada
dasarnya memiliki politik hukum sebaga suatu landasan atau dasar bagi
pembangunan hukum. Politik hukum ini harus sesuai dengan cita-cita dasar atau
ideologi negara. Di Indonesia sendiri politik hukum nasionalnya selaras dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud politik hukum
nasional di sini adalah kebijaksanaan pembangunan hukum nasiona untuk
mewujudkan satu kesatuan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

Wujud pel aksanaan daripada politik hukum nasional adalah melalui kebijaksanaan
hukum vyang dibuat oleh Pemerintah. Kebijaksanaan hukum sering
diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun
pelayanan dan perlindungan hukum vyang diberikan Pemerintah kepada

masyarakat.

Salah satu bidang yang menjadi sasaran kebijaksanaan hukum Pemerintah adalah
paak dan retribusi. Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan hukum berupa

peraturan Perundang-Undangan, maupun Peraturan Daerah yang mengatur



masalah pagjak dan retribusi. Pada dasarnya tujuan penarikan pagjak dan retribusi
oleh Pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi kekayaan dan menghimpun dana
masyarakat bagi kepentingan umum. Dilihat dari sisi pelayanan hukum yang
diberikan negara kepada masyarakat, terdapat perbedaan antara pajak dan retribusi
dalam pemberian kontra prestasi oleh Pemerintah. Kontra prestasi yang diberikan
Pemerintah kepada pembayar pagak tidak secara langsung dapat dinikmati
olehnya, sedangkan kontra prestas yang diberikan oleh Pemerintah kepada

pembayar retribusi dapat secara langsung dinikmati olehnya.

Kewenangan Pemerintah dalam menarik pajak dan retribusi dari masyarakat tidak
hanya dimiliki oleh Pemerintah pusat saja melainkan juga menjadi kewenangan
Pemerintah Kota dan Pemerintah Propinsi. Hal ini sesuai dengan asas
desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25
tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, serta
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Berlakunya Undang-Undang tersebut maka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas,
nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Dengan demikian, Daerah mampu
melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka memberikan pelayanan hukum

kepada masyarakat khususnya terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki lima di



lingkungan pasar, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan
amanat daam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah. Tujuan utama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribus Daerah ini pada dasarnya adalah memberikan pelayanan
hukum kepada pedagang pasar dan pedagang kaki lima yang telah membayar
retribusi. Pemerintah berkompeten untuk mengatur pedagang pasar dan pedagang
kaki lima di lingkungan pasar. Ha tersebut dilakukan untuk menjaga agar
keberadaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima di lingkungan pasar dapat
senantiasa terkontrol, mengingat pedagang pasar dan pedagang kaki lima
merupakan salah satu bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Masyarakat
sebetulnya membutuhkan kehadiran pedagang pasar dan pedagang kaki lima di
lingkungan pasar, sehingga Pemerintah perlu memperhatrikan pelayanan dan

perlindungan hukum bagi mereka.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa :
“Subyek Retribus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau

menikmati jasa pelayanan di dalam lingkungan pasar”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pedagang pasar dan
pedagang kaki lima (PKL) merupakan subyek retribusi yang dapat dikenakan

retribusi dengan menerima kenikmatan jasa pelayanan di dalam lingkungan pasar.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Dagerah disebutkan bahwa:



1) Obyek retribusi adalah pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di
lingkungan pasar.

2) Jasapelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
ini meliputi:
a. Penyediaan fasilitas bangunan pasar
b. Penyediaan fasilitas pengamanan
c. Penyediaan fasilitas penerangan umum

d. Penyediaan fasilitas umum lainnya

Sejalan dengan uraian di atas, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa pedagang pasar dan usaha kecil
(termasuk PKL) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan
kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat
berperanan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat
serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan

stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Secara nyata pedagang pasar dan pedagang kaki lima mampu memberikan
pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga
dengan demikian tercipta suatu kondis pemerataan hasil-hasil pembangunan.
Sedlain itu, kelompok pedagang pasar dan pedagang kaki lima mempunyai potensi
yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan
Adli Dagrah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan

kebutuhan daerah dalam rangka penyel enggaraan otonomi daerah.



Terlepas dari potensi ekonomi sektor informal pedagang pasar dan pedagang kaki
lima, keberadaan pedagang kaki lima di kota-kota besar di Indonesia kerap
menimbulkan masalah baik bagi pemerintah setempat, para pemilik toko, dan
pengguna jalan. Tidak sedikit para pemilik toko dan pengguna jalan, merasa
terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima. Keadaan ini terkadang
membuat keberadaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima sering dilakukan
penertiban secara paksa, padahal tidak semua pedagang pasar dan pedagang kaki
lima melanggar tata tertib di lingkungan pasar, ha ini yang perlu mendapat

perhatian khusus dari pemerintah.

Perkembangan otonomi daerah yang terus berjalan memacu setiap pemerintah
daerah berupaya mengembangkan berbagal strategi atau kebijakan untuk
menangani persoalan pedagang kaki lima dari mulai yang bersifat persuasif
hingga represif. Pilihan strategi terkait dengan cara pandang pemerintah terhadap
pedagang kaki lima. Jika pemerintah melihat pedagang pasar dan pedagang kaki
lima sebagal potensi sosia ekonomi yang bisa dikembangkan, maka kebijakan
yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan untuk menata pedagang pasar dan
pedagang kaki lima, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi pedagang
pasar dan pedagang kaki lima, memformakan status mereka sehingga bisa
memperoleh bantuan kredit bank, dan lainnya. Namun sebaliknya, jika pedagang
kaki lima hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka

mereka akan menjadi sasaran penggusuran dan penertiban.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kontra prestasi imbal balik

sebagai bentuk pelayanan hukum yang diberikan Pemerintah Kota Bandar



Lampung kepada pedagang pasar dan pedagang kaki lima adalah penyediaan

fasilitas lingkungan pasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pagjak dan Retribusi Daerah. Contoh nyata pelayanan hukum yang

diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada pedagang kaki lima di

lingkungan pasar antaralain:

a. Penataan dan renovasi bangunan fisik pasar bambu kuning Kota Bandar
Lampung

b. Rehabilitasi fasilitas pasar yang sudah tidak memenuhi syarat kelayakan
disekitar area pasar bambu kuning Kota Bandar Lampung

c. Penyediaan fasilitas bangunan pasar, pemerintah Kota Bandar Lampung baru-
baru ini telah melakukan pemindahan lokas pedagang kaki lima dan renovasi
pasar bambu kuning dan pasar bawah Ramayana.

d. Penyediaan fasilitas pengamanan seperti pos security dan Sat Pol PP

e. Penyediaan fasilitas penerangan umum seperti program pemasangan 40 titik
lampu bagi pedagang kaki lima di bawah Ramayana.

f. Penyediaan fasilitas umum lainnya seperti |ahan parkir dan toilet umum

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti ingin meneliti lebih dalam
tentang pelayanan hukum pedagang pasar dan pedagang kaki lima yang hasilnya
akan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pelayanan Hukum
Terhadap Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima di Lingkungan Pasar

Bambu Kuning dan Pasar Bawah Ramayana K ota Bandar L ampung”.



1.2. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi

permasal ahan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah pelayanan hukum terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki
lima di pasar bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota Bandar

Lampung?

b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam melaksanakan
pelayanan hukum Pemerintah Kota terhadap pedagang pasar dan pedagang
kaki lima di pasar bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota Bandar

Lampung?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada dua ruang lingkup pembahasan, yaitu dalam bidang
Hukum Administras Negara khususnya mengenai retribusi daerah dan lingkup
substans yaitu pelayanan hukum Pemerintah Kota terhadap pedagang pasar dan
pedagang kaki lima di pasar bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota

Bandar Lampung.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Pendlitian

1. Tujuan Pendlitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:



a. Untuk mengetahui pelayanan hukum terhadap pedagang pasar dan
pedagang kaki lima di pasar bambu kuning dan pasar bawah Ramayana
Kota Bandar Lampung.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
melaksanakan pelayanan hukum Pemerintah Kota terhadap pedagang
pasar dan pedagang kaki lima di lingkungan pasar bambu kuning dan

pasar bawah Ramayana Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Pendlitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan

praktis:

a. Kegunaan Teoritis

1). Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum
khususnya hukum pajak dan retribusi daerah.

2). Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah

penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

1). Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Instansi yang terkait, dapat
memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal
pelaksanaan pelayanan hukum terhadap pedagang pasar dan pedagang kaki
lima di pasar bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota Bandar

Lampung.



2).

3).

Bagi masyarakat, dapat memberikan masukan bagi masyarakat umum, berupa
informasi-informasi mengenai pelaksanaan kebijaksanaan hukum pemerintah
Kota Bandar Lampung dalam pelayanan hukum terhadap pedagang pasar dan
pedagang kaki lima di pasar bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota
Bandar Lampung.

Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan
kebijaksanaan hukum pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan
pelayanan hukum terhadap pedagang pasar dan Pedagang Kaki Lima di pasar
bambu kuning dan pasar bawah Ramayana Kota Bandar Lampung dan untuk
melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana llmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung.



